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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA SATUAN KERJA 

ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang 
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara. Bahwa dalam rangka kebijakan 
dan pedoman pelaksanaan anggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, 
TLN No. 4355), PP 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 74, TLN No. 5135), Keppres 56/P Tahun 2010, 
Permenkeu 134/PMK.06/2005. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai batas waktu penyelesaian tagihan 
mulai dari pengajuan tagihan yang lengkap dan benar dari Penerima Hak kepada KPA sampai dengan 
SPM diterbitkan dan disampaikan ke KPPN. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat 
mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menetapkan/menunjuk PPK, PP-SPM dan 
Bendahara Pengeluaran. PPK mempunyai tugas pokok sebagai berikut Menyusun rencana kegiatan 
dan penarikan dana; Membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja; Menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak 
dengan pihak penyedia barang/jasa; dan Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, 
menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM. PP-SPM mempunyai tugas pokok sebagai 
berikut: Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar; 
Melakukan pembebanan tagihan kepada Negara; dan Membuat dan menandatangani SPM. Tagihan 
atas pengadaan barang/jasa yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh Penerima 
Hak kepada KPA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara. 
Apabila 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara Penerima Hak belum 
mengajukan surat tagihan, maka KPA/PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada 
Penerima Hak untuk mengajukan tagihan. SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-
SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara 
Pengeluaran. SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan ADK SPM disampaikan 
kepada KPPN oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM 
diterbitkan. KPA melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas beban APBN 
pada Satker-nya masing-masing. KPA, PPK, dan PP-SPM yang tindakannya mengakibatkan 
keterlambatan penyelesaian tagihan dari ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Keuangan ini dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Inspektorat Jenderal/Aparat 
Pengawas Internal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan batas waktu penyelesaian tagihan 
atas beban APBN pada Satker Kementerian Negara/Lembaga masing-masing. 

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2010. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 September 2010 dan diundangkan pada tanggal 20 

September 2010. 

  - Lampiran: halaman 1-6. 

 


